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NOMOR  12 2005 SERI  E 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
 

NOMOR  3  TAHUN   2005 
 

TENTANG 
 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
 

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH 
SUBHANAHU WATA’ALA 

 
BUPATI GARUT, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akselerasi dan 

kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang bersih, serta pelaksanaan pembangunan di 
Kabupaten Garut sebagai bagian integral 
pembangunan nasional, dipandang perlu menata 
kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah 
yang lebih efisien, efektif, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan, sesuai dengan jiwa dan 
semangat otonomi daerah; 
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b. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas pengelolaan 
keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf  a di 
atas, dipandang perlu memperjelas kewenangan 
dan tanggungjawab, ruang lingkup dan mekanisme 
pengelolaan keuangan yang telah disesuaikan 
dengan visi dan misi daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu 
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Garut 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah. 

 
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas 
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4289); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
lembaran Negara Nomor 4400); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 76, 
Tambahan lembaran Negara Nomor 4410); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4437); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran 
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3952); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 
tentang  Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165); 

 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp104.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/00pp025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu015.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf


NO. 12 2005 SERI  E 

 

 4 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 
tentang  Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000   
Nomor  202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4023); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran  Negara 
Nomor 4024); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Tahun  2000 Nomor 
209, Tambahan Lembaran  Negara Nomor  4027); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun  2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran  Negara 
Nomor  4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 
tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4081); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun  2001 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran  Negara Nomor  4090); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 
tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 
tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran  Negara Nomor 4124); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran  Negara 
Nomor  5010); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor  66 Tahun 2001 
tentang Retribusi Daerah  (Lembaran Negara 
Tahun 2001 Nomor 419, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 5011); 

24. Peraturan Pemerintah  Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor14, 
Tambahan Lembaran  Negara Nomor  4262); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor  90, 
Tambahan Lembaran  Negara Nomor  4416); 

26. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan 
Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor   24 
Tahun 2000  tentang Visi Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Tahun 2000  Nomor 38); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 
Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan 
Kabupaten Garut Tahun 2001-2005  (Lembaran 
Daerah Tahun 2000  Nomor 39); 
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